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Abstract

Prostitusi merupakan isu serius di Thailand dan menjadi tantangan
bagi pemerintah serta masyarakatnya, padahal Thailand telah
meratifikasi CEDAW pada tahun 1985 dan Palermo Protokol pada
tahun 2013 yang merupakan legalitas bagi komitmen untuk
menghapus eksploitasi seksual, termasuk prostitusi. Dari dua latar
belakang yang bertentangan tersebut, penelitian ini menganalisis
bagaimana propagasi ide dan norma antara hegemoni Barat melawan
dunia ketiga, dalam hal ini Thailand, terkait ide dan norma prostitusi.
Pertarungan ide dan norma tersebut, secara sederhana, adalah proses
mengadopsi tatanan dunia, ide, dan norma terkait prostitusi ke dalam
konteks lokal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis
melalui data sekunder. Tiga pendekatan tatanan dunia, yakni
interaksi strategis, sosialisasi hegemonik, dan konstruksi sosial
dipakai untuk melihat dinamika kekuasaan membentuk ide dan
norma terkait prostitusi di Thailand. Ketiganya bermuara pada
simpulan bahwa dinamika kekuasaan eksternal, yakni hipokrasi
Barat dan perancangan Thailand sebagai tempat prostitusi di masa
Perang Dingin, serta internal, yaitu ajaran Budhisme, kemiskinan,
dan korupsi para elite Thailand, menyebabkan lestarinya prostitusi
di Thailand. Dengan kata lain, lapisan global, regional, nasional,
lokal, hingga rural di Thailand menerima dan membentuk
penerimaan sendiri terkait materi serta ide dalam prostitusi.

Keywords: Ide; Norma; Prostitusi; Seks; Thailand; Pariwisata;
Tatanan Dunia
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Pendahuluan
Turisme telah berkembang pesat di Thailand sejak tahun 2000
(Kariyapol and Agarwal 2020) dan merupakan salah satu faktor
signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial Thailand
(Ruttanavisanon and Agmapisarn 2022). Sebagai salah satu tujuan wisata
utama dunia, Thailand berada di peringkat 13 negara di dunia dengan
pendapatan dari turisme tertinggi dan peringkat ke-18 negara yang
paling banyak dikunjungi wisatawan internasional (McDowall 2010).
Thailand juga menjadi negara peringkat keempat dalam jumlah
kedatangan turis di tahun 2015 dan Bangkok berada di peringkat kedua
secara global dalam jumlah turis yang bermalam (Liu, Li, and Parkpian
2018). Pada tahun 2017, sekitar 21,2 persen Gross Domestic Product
(GDP) Thailand berasal dari pariwisatanya (Butler and Dodds 2019).

Turisme juga menyediakan 8,7 juta pekerjaan domestic yang setara

dengan lebih dari 20% lowongan pekerjaan yang ada di Thailand

Namun, ada jenamal/branding negatif terhadap wisata di
Thailand, yakni pariwisata seks dan “Disneyland for Paedophiles”.
Meskipun di Thailand prostitusi ilegal (Bales 2012; Weitzer 2021) dan
tidak dipromosikan tetapi motivasi wisatawan asing datang ke
Thailand salah satunya adalah untuk tujuan seks (Henkel et al. 2006).

Bahkan, Thailand adalah negara tujuan pariwisata seks utama di Asia
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Tenggara, dengan pendapatan 6,4 miliar USD per tahun (Wadekar
2023). Diperkirakan ada 300 ribu hingga 2,8 juta pekerja seks di
Thailand (Vandecandelaere 2020). Selain itu, pariwisata seks membawa
efek negatif, seperti meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS,
perdagangan manusia (Mensendiek 1997) dan prostitusi anak (Lau
2008). Diperkirakan satu dari dua puluh pekerja seks komersial di
Thailand terjerat dalam perbudakan seks (Ehrenreich and Hochschild 2004).
Sekitar 250 ribu pekerja seks rentan terhadap jerat perbudakan
(Prachakul and Chuenban 2024). Kemiskinan, kekacauan politik, dan
dinamika budaya turut mendorong lonjakan industri seks di Thailand

(Roby and Tanner 2009), industri yang juga berkontribusi signifikan bagi

ekonomi Thailand (Faudzi, Ahmad, and Ayob 2024).

Fenomena tersebut menyebabkan pemerintah Thailand
berupaya mengubah pandangan buruk tersebut agar beralih dari “cap”
sebagai tujuan wisata industri seks (Brody 2006) menjadi tujuan wisata
pantai, belanja, dan kebudayaan (Ingram, Tabari, and
Watthanakhomprathip 2013; Kontogeorgopoulos 2016; Henkel et al.
2006). Dengan kata lain, Thailand ingin beralih dari jenama tujuan
wisata negatif (pariwisata seks) menjadi tujuan wisata dengan jenama
yang positif seperti Bangkok Fashion City, Kitchen to the World, Health
Hub of Asia, Amazing Thailand (Nuttavuthisit 2007), maupun Thai

Smiles (Kidpromma 2022).
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Dengan menggunakan tiga perspektif tatanan dunia (interaksi
strategis, sosialisasi hegemonik, dan konstruksi sosial) untuk melihat
cara ide dan norma disebarkan, penelitian ini menyimpulkan ide dan
norma terkait prostitusi di Thailand akan sulit diubah, terlebih
dihilangkan. Ketiga persepektif tatanan dunia bermuara pada
kesimpulan bahwa prostitusi di Thailand lestari karena faktor
eksternal, yakni hipokrasi dari hegemoni Barat serta sejarah
“pemaksaan” Thailand menjadi tujuan wisata seks era Perang Dingin,
dan faktor internal yang berlandaskan ajaran Buddha, kemiskinan,

serta para elite yang korup di Thailand. Pada tulisan ini, ide dan norma

dianggap serupa/saling menggantikan (interchangeable).

Prostitusi adalah jasa seksual yang dibayar sehingga seolah ada
legitimasi untuk melakukan aktivitas tersebut (Benoit et al. 2019) dan
seolah menjadi salah satu jenis pekerjaan seks. Menurut Weitzer
(2009), pekerjaan seks melibatkan pertukaran jasa, pertunjukan,
ataupun produk dengan imbalan materi. Pekerjaan seks dapat berupa
kontak fisik secara langsung antara penjual dan pembeli (prostitusi
masuk ke kategori ini) maupun tidak langsung seperti pornografi audio
serta visual. Pekerja seks adalah salah satu komunitas yang paling

termajirnalkan (Lam 2020).
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Sulit mencari pasti kapan prostitusi di Thailand dimulai tetapi
pada abad ke-14, masa periode Ayyudhya (1350-1767) dan Raja Rama I
(1782-1809), prostitusi sudah legal dan dikenai pajak, terutama di area
yang dikuasai komunitas migran Cina di Sampeng, Bangkok
(Boonchalaksi and Guest 1998). Pada awal abad ke-20, adanya
keinginan Raja Rama V untuk menarik pajak dari pekerja seks dan
membiayai pembangunan infrastruktur (road tax), maka pekerjaan
seks dilegalisasi dan diregulasi pada 1903 (Kidpromma 2022).
Kemudian, lewat the Contagious Disease Act of 1908, prostitusi di
Thailand menjadi legal hingga tahun 1960 (Lemberger and Waters 2022).

Setelah itu, disahkan the Prostitution Suppression Act pada tahun 1960

yang membuat prostitusi berubah menjadi ilegal di Thailand.

Masalah prostitusi terus meningkat disebabkan salah satunya
oleh adanya global kapitalisme yang menciptakan ketimpangan sosial
(Iniguez de Heredia 2008; Benoit et al. 2019). Masalah muncul ketika
individu yang dibeli jasanya justru dieksploitasi (terutama perempuan),
dipaksa untuk menjual, mendapat konsekuensi buruk (misalnya
kesehatan, ekonomi, sosial), dan terjadi ketimpangan dalam relasi
gender, ras, serta kelas tertentu. Di Phayao, Thiland, misalnya,
lemahnya kepemimpinan perempuan membuat prostitusi terus
berlangsung (Nishizaki 2011). Selain itu, ketidakjelasan status

kewarganegaraan membuat perempuan dari etnis minoritas-marjinal
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seperti Hmong, Akha, Karen, dan Shan menjadi mayoritas pekerja

seksual di Thailand dan rentan untuk dilecehkan (Mah 2011).

Prostitusi bisa menjadi salah satu tujuan orang berwisata, yang
disebut dengan sex tourism. Pariwisata ini mengacu kepada wisatawan
(biasanya pria) yang datang ke negara lain dengan tujuan spesifik
membeli jasa seksual kepada pria/wanita lokal (Enloe 2014). Industri
ini bisa langgeng karena faktor kemiskinan dan keuntungan yang tinggi

dari operasinya (Willis and Levy 2002).

Pandangan kaum feminis terbelah terkait prostitusi, sebagian
menganggap prostitusi adalah pekerjaan yang menjual salah satu
bagian tubuh seperti pekerjaan lainnya (Nussbaum 1998) dan feminis
sebagian lainnya melihat prostitusi sebagai pelanggaran terhadap hak
asasi perempuan. Meskipun ada perbedaan pandangan terkait
pekerjaan seks, kaum feminis dianggap berhasil ketika lebih dari 80
negara menandatangani ‘Protocol to Suppress, Prevent and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children’ (The
Trafficking Protocol) di Palermo, Italia pada tahun 2000 (Doezema
2005). Artinya, ada tatanan dunia secara global yang coba dibentuk
agar ada pemahaman universal bahwa prostitusi adalah hal yang
menyalahi aturan dan hak asasi perempuan harus dilindungi. Selain

itu, ada pula dikotomi terkait kriminalisasi terhadap prostitusi, yakni
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abolisionisme yang berfokus pada kriminalisasi penjual jasa seksual,

dan neo-abolisionisme yang justru mengkriminalisasikan pembeli jasa

seksual (Ward and Wylie 2017).

Pembentukan ide dan norma di politik dunia bukanlah hak
prerogatif aktor powerful, juga bukan adopsi sepenuhnya dari luar
negara yang diadopsi oleh aktor-aktor lokal, melainkan pertarungan
terus-menerus, bertimbal-balik, dan bersirkulasi antara aktor luar dan
lokal (Acharya 2018). Dalam paper ini, ide dan norma tersebut adalah
mengenai prostitusi di Thailand dalam situasi politik global yang
didominasi oleh Barat. Kontestasi dalam membentuk tatanan global
selalu terbuka bagi semua aktor, bukan hanya dari pemikiran Barat
yang selama ini mendominasi tatanan dunia dan norma yang berlaku.
Meskipun demikian, power tetap menjadi determinan penting dalam

pembentukan ide dan norma pada tatanan dunia.

Homogenisasi atas ide dan norma, bagi Acharya (2018),
utamanya ditransmisikan oleh institusi internasional tetapi akan selalu
diadu-tarungkan dengan aspek lokal maupun regional. Dalam tulisan
ini, tidak hanya aturan/tatanan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
ataupun pandangan Amnesty International terkait prostitusi saja yang
membentuk bangunan global order tetapi norma dan ide dari aktor atau

agensi di level lokal, dalam hal ini Thailand serta ajaran Buddhanya,
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juga akan mentransformasikan dan membentuk kembali tata aturan
terkait prostitusi. Oleh karena itu, bagaimana rasionalisasi prostitusi
dipraktikan atau tidak dipraktikan di dunia ini akan terus

diperdebatkan oleh berbagai pihak, bailk hegemonik maupun

nonhegemonik.

Berlandaskan karya Amitav (2018), artikel ini menggunakan tiga
pendekatan tatanan dunia untuk menganalisis isu ini, yakni interaksi
strategis dari Keohane dan Goldstein, sosialisasi hegemonik dari Cox,
Ikenberry, dan Kupchan, serta konstruksi sosial yang erat dengan

pendekatan konstruktivisme.

Interaksi strategis melihat institusi internasional-lah yang
memainkan peran penting dalam penyebaran ide. Ide akan memandu
aksi dan memengaruhi interaksi strategis antaraktor agar
mendapatkan hasil yang lebih efisien. Pendekatan pertama ini juga
melihat power sebagai determinan dalam penerimaan maupun
penolakan ide-ide baru. Bagi Keohane dan Martin (1984), institusi dan
rezim internasional berfungsi sebagai tempat distribusi power, sehingga
para teoris kontraktualis menganggap pembentukan institusi adalah
keinginan negara hegemonik atau kelompok kecil negara-negara kuat
untuk menjaga power-nya. Di sisi lain, negara lemah hanya dapat

menggunakan institusi dan rezim internasional untuk mendapatkan
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keuntungan atau kepentingannya tetapi tidak dapat mengubah ide dan

norma yang fundamental. Pendekatan ini cenderung bersifat rasionalis

atau egois dibandingkan reflektivis (Keohane and Goldstein 1993).

Kedua, sosialisasi hegemoni yang memiliki tiga variasi, yakni
realisme struktural, Gramscian teori, dan institutional-binding. Varian
realisme struktural dalam teori sosialisasi hegemoni dapat dilihat
ketika norma hanya dapat disebarkan oleh aktor yang powerful karena
mereka memiliki kemampuan untuk mengeksternalisasikan ideologi
mereka (Moravesik 1998). Ide-ide hegemoni dipaksakan oleh aktor-
aktor hegemoni berlandaskan power. Dengan kata lain, agar ide sukses
disebarkan, butuh kesungguhan hegemoni dalam menanamkan ide ke
negara-negara lain. Sebagai contoh ketika Amerika Serikat
menyebarkan norma dan ide tentang Global War on Terrorism atau hak
asasl manusia secara global agar diterapkan oleh seluruh negara. Teori
ini melihat bagaimana penyebaran norma dan perubahan digunakan
oleh negara utama (leading state) untuk menanamkan nilai-nilai yang
mereka pilih ke negara-negara yang tidak utama (lesser) (Acharya

2018).

Pada varian lain, Cox (1987), yang bercorak neo-Gramscian,
berpendapat bahwa hegemoni bukan hanya soal historis materialisme

(seperti tradisional Marxisme) melainkan juga aspek ide (Gramscian).
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Cox, sama seperti variasi realisme struktural, juga menekankan pada
peran power, tetapi baginya power tersebut tersembunyi dalam
menciptakan norma dan ide agar dapat menciptakan kesepakatan
(consent). Kesepakatan tersebut diperlukan semata-mata agar tatanan
dunia versi negara hegemoni dapat tercipta, bersumberkan pada
dukungan, persamaan kepentingan, dan perspektif ideologi dari negara
lain (yang lebih kecil). Artinya, norma dan ide hegemoni bukan hanya
sesuatu yang dipaksakan (coercion) oleh negara kuat tetapi harus juga
didukung melalui bentuk consent atau kesepakatan atas ide dan norma
yang dilegitimasi bersama melalui institusi regional maupun global.
Consent tersebut dihasilkan dari negara supremasi (berdasarkan power)
yang menawarkan keuntungan bagi negara less powerful (berdasarkan
kepentingan bersama). Gramsci meminjam pemikiran Machiavelli:

setengah manusia, setengah binatang buas, kombinasi dari consent dan

coercion (Cox, 1983).

Varian terakhir dari sosialisasi hegemoni dikembangkan oleh
Ikenberry dan Kupchan. Mereka menekankan faktor material
(kemampuan militer, kontrol terhadap barang mentah, pasar, modal,
serta keuntungan kompetitif atas barang bernilai tinggi) dan juga
1deasional (ideologi yang digunakan hegemonik untuk mengembangkan
tatanan dunia sesual norma yang menjustifikasi kekuasaan

hegemonik). Varian ketiga ini menekankan bahwa power dapat
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digunakan untuk memaksa (coercion) dan menyosialisasikan
(socialisation) ide serta norma hegemonik ke negara lebih lemah dalam
tatanan politik internasional (lkenberry and Kupchan 1990). “Hak” untuk
menata dunia karena mampu (memiliki faktor material dan ideasional)
diperkuat dengan mengatur karena berhak (rule based on right) lewat
institusi yang melegalkan. Inilah yang disebut dengan institutional-
binding dengan prakondisi after victory, yang dapat diartikan situasi
pascaperang. Yang kalah, menerima kesepakatan atau aturan dari
institusi internasional untuk mengurangi ketakutan atas dominasi

maupun eksploitasi (Ikenberry 2001). Sehingga, peran dari agensi

negara lemah untuk mengatur tatanan dunia menjadi sangat kabur.

Ketiga, perspektif konstruksi sosial yang berasal dari konsep
konstruktivisme. Perspektif ini menekankan kepada tujuan moral,
bukan material. Ide-ide yang diterima oleh para aktor bukan untuk
keuntungan, seperti pada perspektif interaksi strategis, tetapi karena
1de tersebut dianggap mampu mentransformasikan perilaku yang lebih
baik dan pantas. Konstruksi sosial menekankan pentingnya moral
universal dan tidak melihat pentingnya dinamika di level lokal serta
umpan balik dari budaya setempat. Bagi pendekatan ini, norma yang
membuat klaim universal tentang apa yang baik akan lebih dapat
disebarluaskan dibandingkan norma yang dilokalisasikan atau

dikerucutkan. Sebagai contoh, norma tentang perlindungan ikan paus,
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perlawanan terhadap rasisme, ataupun perlawanan terhadap genosida
di Palestina. Norma-norma tersebut akan menihilkan norma-norma
yang berlawanan di level lokal, bila ada. Beberapa kaum konstruktivis
melihat perubahan norma tidak memerlukan bantuan kekuatan
material atau aktor yang kuat (Finnemore and Sikkink 1998). Sebagai
contoh tidak semua norma yang disebarkan superpower adalah norma
yang baik, seringkali norma tersebut bersifat standar ganda dan bias
budaya (Acharya 2018). Norma itu sendiri dapat memperkuat dirinya
melalui mekanisme diskursus, persuasif, maupun konsultatif. Beberapa
kaum konstruktivis lain melihat perubahan norma bergantung kepada
material power. Misalnya, Wendt (2003), yang melihat hubungan power

menentukan perubahan sosial yang kemudian menentukan perubahan

struktur.

Semua pendekatan di atas berfokus pada bagaimana aktor
melihat dan menggunakan power yang menggerakan interaksi dengan
aktor lain. Interaksi strategis dan sosialisasi hegemonik melihat power
secara top-down, sedangkan konstruksi sosial bersifat bottom-up. Dari
dimensi epistemologi, interaksi strategis bersifat rasional (meskipun
melihat ide), sosialisasi hegemonik bercorak rasional-reflektivis, dan
konstruksi sosial cenderung reflektivis. Namun, seringkali ketiganya

bersentuhan ketika dihadapkan pada fenomena tertentu.
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Metode Penelitian
Penelitian ini berangkat dari melihat bagaimana tatanan dunia
melihat dan menyikapi isu prostitusi, salah satunya dilihat dari posisi
PBB, terutama dalam Palermo Protocol tahun 2000 dan CEDAW tahun
1979. PBB dilihat sebagai institusi internasional yang mendifusikan
norma dan ide ke seluruh dunia terkait prostitusi. Selain itu, objek lain
yang dilihat adalah bagaimana prostitusi di Thailand menjadi salah
satu tujuan utama wisatawan mancanegara untuk datang. Maka, ada
pertentangan antara power milik Barat dan institusi yang diciptakan

dan didominasi oleh Barat, dalam hal in1 Amerika Serikat dan PBB,

dengan Thailand sebagai negara Selatan terkait isu prostitusi.

Dalam studi kualitatif ini, data diambil dari berbagai sumber
seperti artikel jurnal yang diakses melalui Google Cendekiawan
menggunakan kata kunci prostitution, Thailand, tourism, dan kata
kunci lain yang menggabungkan ataupun bersinonim dengan tiga kata
tersebut. Dari hasil pencarian, setiap artikel dibaca pada bagian
awalnya, seperti abstrak dan pendahuluan, untuk mencari tahu
kebermanfaatan atau kesesuaian dengan penelitian ini. Bila artikel
tersebut dianggap bermanfaat sebagai data, maka artikel tersebut
digunakan dan sitasi. Berbagai buku terkait dengan pekerja seks

dimanfaatkan untuk mempertajam analisis.
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Setelah itu, setiap data yang ditemukan kemudian dianalisis
menggunakan kerangka pemikiran dari tiga perspektif penyebaran ide
dan norma dari buku Amitav Acharya (lihat kerangka pemikiran) yang
berjudul Constructing Global Order. Setiap subvariabel pemikiranya
digunakan untuk melihat bagaimana tatanan dunia versi Barat terkait
prostitusi bertransformasi di Thailand karena adanya norma dan ide
yang berbeda antara Thailand dengan dunia di luarnya. Dalam hal ini,
perbandingan normatif protokol PBB dan institusi internasional
lainnya terkait prostitusi atau perdagangan manusia dengan praktik
prostitusi di Thailand. Temuan dihasilkan dari interpretasi penulis

terhadap kumpulan data yang telah didapatkan, sehingga tidak

terhindarkan dari unsur subjektivitas.

Hasil

Perempuan Thailand yang bekerja di sektor prostitusi, bisa
bermotifkan terpaksa (forced) ataupun dengan sadar memilih/sukarela
(chosen) (Roby and Tanner 2009). Kedua motif tersebut juga saling
memengaruhi (Aoyama 2009). Tulisan ini tidak membedakan keduanya
karena hanya akan berfokus pada bagaimana tatanan dunia terkait

prostitusi ditransformasikan atau diprovinsialisasikan di Thailand.

Meskipun Amitav memisahkan tiga pendekatan dalam

melihat bagaimana ide dan norma disebarkan, tetapi pendekatan
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tersebut bisa saling berkaitan satu sama lain. Begitu pula dalam isu
prostitusi di Thailand, baik interaksi strategis, sosialisasi hegemonik,

maupun konstruksi sosial saling berkaitan dalam melanggengkan

prostitusi atau menghalangi penyelesaian isu prostitusi di Thailand.

Diskusi dan Analisis

1. Interaksi Strategis

Berbagai konsensus internasional telah membuat peraturan
mengenal pekerjaan seks. Dalam The 1949 Convention for the
Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the
Prostitution of Others artikel 1, PBB menjelaskan bahwa pihak yang
mengeksploitasi prostitusi untuk pihak lain harus dikenai hukuman.
Artikel 2 lebih detail memaparkan pihak-pihak yang mengelola rumah
pelacuran dapat dihukum. Sekitar 30 tahun setelahnya, The 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) menyepakati untuk memberantas segala bentuk
penjualan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Kemudian,
pada tahun 2000, lewat Palermo Protocol, UN Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children mencatat bahwa tindakan eksploitasi seksual, termasuk
prostitusi, adalah pelanggaran hukum. Dapat disimpulkan bahwa

tatanan global terkait prostitusi menurut PBB adalah hal yang ilegal.
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Thailand meratifikasi CEDAW tahun 1985, komite dari PBB
yang merekomendasikan bahwa mengkriminalisasikan konsumen
prostitusi adalah strategi optimal untuk melawan perdagangan
manusia di dalam maupun lintas batas negara atau yang disebut
sebagai neo-abolisionisme. Setelah itu, diratifikasi pula Palermo
Protocol pada tahun 2013 yang melegitimasi bahwa prostitusi ilegal di
Thailand (Benoit et al. 2019). D1 level domestik, Thailand memiliki
Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 tahun 1996
dan Act on Entertainment Places, B.E. 2509 yang melarang
prostitusi perempuan maupun laki-laki di tempat umum maupun
rumah bordil. Ada pula Prevention and Suppresion Prostitution Act
yang diamandemen pada tahun 2016 dan melegalkan penggerebekan
kepada aktivitas seks komersial oleh polisi Thailand

Maka, prostitusi adalah hal yang ilegal di Thailand (Kempadoo 1998).

Isu prostitusi tidak hanya urusan moral dan etika (posisi PBB)
tetapi ada pula keuntungan material yang didapat (sudut pandang
Thailand). Dalam perspektif interaksi strategis yang menganggap aktor
sebagai aktor yang rasional, Thailand dilihat sebagai aktor yang
mencari keuntungan atau kebermanfaatan. Institusi yang memainkan
peran penting dalam meregulasi serta mentransmisi ide dan norma
terkait prostitusi adalah PBB. Baik Thailand maupun PBB, memiliki

rasionalitas yang berbeda.
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Sikap Thailand sebagai negara yang melanggengkan prostitusi
dianggap rasional bila mengacu kepada keuntungan material yang
didapat Thailand sebagai aktor rasional. Meskipun ada akibat-akibat
lain yang menjadi efek lanjutan dari prostitusi seperti HIV, kekerasan
seksual ataupun jenama buruk tentang turisme di Thailand yang bisa
menjadi bumerang ke sektor ekonomi. Terlebih penghasilan dari
pekerjaan di pabrik, sektor agrikultur, ataupun beasiswa sekolah bagi

anak perempuan dari Kerajaan Thailand lebih kecil dibandingkan

pendapatan menjual jasa seksual

Sedangkan PBB justru melihat dari sisi nonmaterial, seperti hak
asasl manusia, ketika melarang prostitusi sekaligus menghapus
perdagangan manusia. Namun, dilema hak asasi manusia terjadi
ketika, misalnya, menghapuskan prostitusi di Thailand sama dengan
menegakkan HAM tetapi di sisi lain tanpa adanya prostitusi, misalnya,
justru kemiskinan akut di Thiland membuat masyarakat miskin tidak
bisa makan karena tidak punya pilihan pekerjaan lain yang lebih baik.
Begitu juga dengan adanya legalitas polisi Thailand melakukan
penggerebekan atas nama anti-prostitusi yang ditujukan untuk
menghilangkan prostitusi justru penegakkan dilakukan lewat cara-cara

yang melanggar HAM
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Institusi lain, yakni Amnesty International yang bercorakan
organisasi nonpemerintahan global, justru memiliki ide dan norma
yang berbeda dengan PBB terkait prostitusi. Amnesty International
berpendapat bahwa prostitusi adalah soal kebebasan memilih sehingga
tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi (32nd International
Council Meeting Circular No. 18 2015 ICM circular: Draft policy on Sex
Work, 2015). Selain itu, ada pula the International Committee for

Prostitutes’ Rights (ICPR) yang memperjuangkan hak-hak pekerja

prostitusi dan eks-pekerja prostitusi.

Menurut Neuwirth (2015), Amnesty International, sebagai global
movement, gagal memahami bahwa seks komersial bukan hanya soal
konsensual tetapi lebih dalam dari itu, terkait pelecehan seksual,
pemaksaan brutal, dan bias gender. Artinya, dalam institusi
Iinternasional pun terdapat perbedaan ide dan norma terkait prostitusi,
sehingga powerful actors tidak bisa dengan bebas menentukan tatanan
dunia menurut ide dan normanya sendiri mengenai prostitusi karena
ada ide dan norma tandingan. Di level domestik, Thailand lebih condong
merespons atau menyerap ide dan norma terkait dari Amnesty

International maupun ICPR dibandingkan dengan PBB.

Perbedaan norma antara institusi internasional dan negara ini

adalah pertarungan dinamika tatanan yang berbeda. Domestik
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Thailand berfokus pada cost and benefit sedangkan PBB dan Amnesty
Internasional, meskipun berbeda pandangan, memusatkan norma pada
hak dasar manusia. Bila difokuskan pada relasi power level domestik
untuk “menata” prostitusi di Thailand, perempuan muda yang dilihat
sebagai posisi yang lemah (atau dalam analogi hubungan internasional
sebagai lesser state) tidak bisa melawan atau bahkan merasakan
keuntungan bersama dari adanya relasi kuasa yang lebih kuat, dalam
hal ini jaringan pebisnis wisata (Ehrenreich and Hochschild 2004),
pemimpin militer, polisi, maupun mucikari (Kempadoo 1998). Selain
itu, Kempadoo (1998), juga melihat keuntungan bersama di level
internasional dalam relasijaringan hotel dan penerbangan yang bekerja
sama dengan para elite pebisnis-militer yang terus mempromosikan

industri wisata seks. Ia juga memperkirakan keuntungan yang

dihasilkan setiap tahunnya berjumlah USD lima miliar.

Fenomena prostitusi di Thailand juga sudah melampaui batas
negara, misalnya, perempuan di Thailand dikirim untuk pekerjaan seks
ke Jepang (Aoyama 2009), Taiwan, dan 3.000 pekerja seks di Berlin
berasal dari Thailand, sebaliknya perempuan-perempuan Myanmar
dan Rusia didatangkan ke Thailand untuk bekerja di bidang prostitusi
(Williams 1999). Artinya, keuntungan ekonomi bersama tidak hanya
dirasakan oleh Thailand, tetapi sudah lintas batas negara dan

memengaruhi tatanan dunia. Sesuai dengan pendekatan interaksi
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strategis, yang berpendapat rasionalis dan materialis (dalam hal ini
keuntungan bisnis prostitusi) lebih penting dibandingkan ranah ide
(moralitas dalam prostitusi), maka prostitusi di Thailand akan terus
berjalan selama masih memberikan keuntungan ekonomi bagi para

aktor yang terlibat di domestik maupun internasional. Situasi tersebut

membuat adanya interaksi strategis berbagai negara.

Dari analisis ini, dapat dilihat bahwa norma dan ide yang berasal
dari eksternal tidak selalu bersifat tunggal. Dalam kasus prostitusi di
Thailand ada perbedaan norma antara PBB (aktor organisasi
internasional) dan Amnesty Internasional (organisasi non-
pemerintah/lembaga swadaya masyarakat internasional) terkait
prostitusi. Adanya perbedaan ini membuat Thailand dapat dilihat
sebagai menerima (dari kaca mata Amnesty Internasional) ataupun
menolak (dari sudut pandang PBB) norma yang disebarkan oleh power

dari institusi internasional.

2. Sosialisasi Hegemonik

Thailand adalah salah satu wilayah yang banyak

didatangi oleh orang kaya Eropa karena adanya penjajahan terhadap
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negara-negara di sekitar Thailand (Brody 2006). Pada masa Perang
Vietnam, tepatnya di tahun 1966-1967, Thailand mengeluarkan aturan
the Entertainment Act yang menata operasi berbagai tempat hiburan
(panti pijat, klub malam, dan bar) yang menjadikan militer Amerika
Serikat sebagai klien utama (Kontogeorgopoulos 2016; Butler and Dodds
2019; Williams 1999; Lemberger and Waters 2022; Malikhao 2017). Thailand
dijadikan tempat hiburan seks (Hung 2024a), industri seks
(Montgomery 2015) atau wisata seksual bagi prajurit Amerika Serikat
yang berperang, dengan sebutan industri “Rest and Recreation” (R&R)
(Truong 1990; Gray 2012) di area seperti Patpong di Bangkok (Brody
2006). Setelah itu, masyarakat Thailand di pedesaan banyak yang
mengirimkan anak perempuannya ke dunia prostitusi demi bertahan

hidup yang membuat lebih berharganya nilai anak perempuan

dibandingkan laki-laki (Truong 1990).

Dalam pendekatan sosialisasi hegemoni, terlihat bahwa
hegemoni Amerika Serikat atas Thailand menyebabkan terjadinya
“penaklukan” terhadap turisme di Thailand agar difokuskan untuk
melayani prajurit Amerika Serikat. Periode after victory (pascaperang)
versi Ikenberry juga terlihat ketika Amerika Serikat melanjutkan
hegemoninya selepas Perang Dingin berakhir, yang berarti terus

memperkuat legitimasi ide dan norma bahwa Thailand adalah tujuan
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wisata seksual pasca-1960 (Jeffrey 2002), meskipun kali ini bukan

hanya untuk prajurit Amerika Serikat, tetapi juga Eropa (Brody 2006).

Dalam hal ini, Barat (Amerika Serikat dan Eropa) sedang
melakukan hipokrasi, di satu sisi mereka menggaungkan anti
perdagangan manusia lewat PBB, yang salah satunya berimbas pada
prostitusi, di sisi lain mereka juga konsumen terbesar prostitusi di
Thailand. Bahkan, mayoritas bar bergaya Barat di Thailand yang
menjajakan perempuan dimiliki oleh orang Barat berkulit putih, yang

disebut dengan farangs (Weitzer 2021).

Ketika masuk ke era globalisasi pasca-Perang Dingin, dalam
dimensi ekonomi, kekuatan Barat dengan ekonomi liberalismenya
mengeksploitasi ekonomi negara Selatan yang lebih miskin lewat
International Monetary Fund’s Structural Adjustment Program (SAP)
dan the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang
menyebabkan pekerja perempuan di Thailand semakin tereksploitasi
(Malikhao 2017). Dalam relasi power secara global, gerakan pejuang
hak-hak pekerja seks global di tahun 1990-an juga didominasi oleh
global north (atau pekerja seks dari negara-negara utara) pada berbagai
Kongres Pekerja Seks Dunia, sedangkan perwakilan dari global south
cenderung minim hingga tahun 1990 akhir (Mgbako 2020). Negara

Utara yang mendominasi, lebih bisa menggunakan hegemoninya di
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dalam isu prostitusi. Di level internasional atau global, dominasi Utara
terhadap Selatan sampai pula pada ranah prostitusi. Utara menjadikan

Thailand tujuan pariwisata seks dan berimbas pada eksploitasi

perempuan di Thailand.

Sebagai warga negara dari negara yang masuk ke kategori South,
pekerja seks dari Thailand tidak terlalu direpresentasikan di dalam
level yang lebih tinggi. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa Thailand,
sebagai negara Selatan, bukanlah kekuatan global maupun regional
yang mampu membentuk atau menggerakan tatanan global seperti
negara Utara. Thailand hanya bereaksi tanpa menunjukan penolakan
untuk menantang tekanan dari hegemonik (Freedman 2022). Status
tersebut membuat Thailand tidak dapat mengontrol secara penuh
“pembentukan” kebijakan domestiknya sesuai dengan ide dan

normanya sendiri.

Lebih jauh, di level domestik pun relasi kuasa bermain dalam
langgengnya prostitusi di Thailand. Berbagai tokoh berkuasa dari
birokrasi, militer, polisi, maupun politisi memfasilitasi praktik
prostitusi di Thailand (Williams 1999). Fenomena ini sesuai dengan
pendapat Ikenberry dan Kupchan (1990) bahwa untuk menciptakan
norma yang mengakar di negara kelas dua, sosialisasikanlah norma dan

ide kepada komunitas elitenya. Hasilnya, sikap pemerintah Thailand
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selalu ambigu terkait isu prostitusi karena bila dihilangkan maka

pendapatan tinggi yang ekstrem para pejabat polisi di Thailand akan

menurun (Bales 2012).

Lestarinya praktik prostitusi di Thailand, yang disebabkan
adanya keuntungan material bagi elite maupun kaum miskin, dalam
jangka waktu tertentu akan membuat ide dan norma bahwa prostitusi
di Thailand adalah hal yang wajar. Dengan kata lain, akan terbentuk
“konsensus ideologis” antara hegemonic historis (Utara/polar dalam
Perang Dingin), yang membentuk konsensus dan koersif, dengan
nonhegemonik (Selatan) yang tidak sadar karena tertutupi keuntungan

material.

Varian neo-Gramscian dalam sosialisasi hegemoni juga dapat
dilihat dari berbagai literatur fiksi/novel yang ditulis oleh laki-laki asal
Barat yang menyederhanakan dan membentuk stereotipe prostitusi di
Thailand menurut sudut pandang imperialisme Barat . Ide
yang disebarkan tersebut menjadikan narasi seolah Thailand adalah
tempatnya prostitusi dan dapat mengkristal menjadi: prostitusi di
Thailand adalah hal wajar. Dengan kata lain, ada consent yang
diciptakan oleh power yang tersembunyi. Hal ini sejalan dengan
pemikiran Gramsci yang berpendapat bahwa ranah ide dan material

tidak pernah terpisahkan dan saling memengaruhi (Cox 1983).
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Oleh karena itu, prostitusi di Thailand akan sulit dihapuskan
karena adanya keuntungan material hegemonik domestik yang
membentuk norma dan ide prostitusi lokal. Apabila hegemoni domestik
(vang selama ini dijalankan oleh elite politik dan militer Thailand)
mengalami pelemahan yang memungkinkan dihapuskannya praktik
prostitusi, serta muncul gerakan perlawanan dari kelompok-kelompok
(bottom) yang mendukung penghapusan tersebut, maka konsensus
ideologis antara Utara dan Selatan yang akan menjadi faktor kunci (top-
down) dalam mempertahankan keberlangsungan praktik prostitusi di
Thailand. Analisis dari pendekatan kedua ini membuktikan bahwa sifat
top-down tidak selalu berarti dimensi eksternal (fop) memengaruhi

internal (bottom). Hubungan top-down juga dapat terjadi di ranah

domestik.

3. Konstruksi Sosial

Populasi di Thailand 95%-nya beragama Buddha (Ruttanavisanon
and Agmapisarn 2022) dan mereka mempraktikan ajarannya
(Aggadhammo, Piyabhani, and Bunlers Punfiamedhi 2024). Ajaran
Buddha memainkan peran besar di kehidupan masyarakat Thailand
(Kuppako 2018) seperti di sektor pendidikan, pemerintahan, maupun

seremoni kenegaraan Thailand (Mérieau 2018). Selain di kehidupan
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sehari-hari, ajaran Buddha juga digunakan sebagai alat untuk

melegitimasi kekuasaan negara (Dubus 2017).

Truong (1990) menjelaskan bahwa di Thailand, Therevada
Buddhism memainkan peran penting dalam pembentukan hukum,
budaya, dan kehidupan sosial di Thailand. Ia juga berpendapat bahwa
ajaran Buddhism memiliki bias gender, salah satunya dengan melihat
aktivitas seksual sebagai aktivitas yang terikat dengan kehidupan dan
tubuh perempuanlah yang menjadi sumber alamiah hasrat seksual. Hal
tersebut menunjukan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam
budaya Buddhisme Thailand, termasuk ajaran Brahmanisme yang
percaya perempuan adalah kotor dan aib bagi keluarga (Malikhao
2017). Dalam budaya berbasiskan ajaran Buddha, perempuan adalah
“warga” kelas dua (Jeffrey 2002) dan aktivitas seksual bukanlah dosa,
melainkan gabungan keterikatan antara dunia fisik dan alam (Bales

2012).

Meskipun ada pendapat yang menyatakan budaya Buddha yang
dominan di Thailand tidak menerima adanya pekerjaan seksual
(Kidpromma 2022) tetapi pendapat lain menunjukan sistem
kepercayaan agama tersebut berkontribusi dalam tingginya tingkat
prostitusi di Thailand. Ada pula kepercayaan terhadap karma yang

membuat para pekerja seks komersial dari keluarga miskin
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menyumbangkan uang atau persembahan kepada keluarganya dan kuil
agar di kehidupan selanjutnya setelah reinkarnasi, mereka dapat hidup
lebih baik (Mensendiek 1997). Bila dilihat dari tatanan ide dan norma,
maka Buddha sebagai agama mayoritas berperan penting dalam
tantangan penghapusan prostitusi di Thailand. Moral dan standar
kepantasan yang didasari dari ajaran Buddha tidak melihat hak-hak

perempuan sebagai yang utama, karena adanya bias gender yang

terkandung di ajarannya.

Prostitusi di Thailand sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan
kuno di Siam atau Thailand (Jeffrey 2002). Di kehidupan masyarakat
Thailand juga ada sejarah panjang tentang selir yang menandakan
simbol atau status kekayaan seseorang. Hal ini membuat perempuan
dikomodifikasi sebagai ekspresi dari kepemilikan power (Brody 2006).
Raja Rama IV dan V juga terlibat dalam penempatan dan penjualan
para perempuan di “rumah” prostitusi, kemudian ketika Raja Rama V
menghapuskan perbudakan pada tahun 1905, para budak tersebut
secara suka rela menjadi pekerja seksual (Boonchalaksi and Guest
1998). Begitu pula dengan penerbitan The Contagious Disease
Prevention Act pada tahun 1908 yang justru melanggengkan praktik

prostitusi.

Frequency of International Relations| Vol 7 No 2 68
September 2025 - February 2026



Muhammad | Prostitusi di Thailand: Pertarungan Tatanan Dunia melalui Tiga
Fauzi A. R. & | Pendekatan

Harviani

Fajar R.

Masyarakat Thailand yang sejak tahun 1238 berada di bawah
kerajaan, akan terpengaruh oleh arahan dari raja yang berkuasa, dalam
hal ini juga terkait dengan prostitusi. Pengaturan dari raja-raja
tersebut mengonstruksi masyarakat dengan pandangan yang
mewajarkan prostitusi. Ide tersebut dibentuk/dikonstruksi dan terus

menjadi simbol interaksi yang dianggap sebagai moral yang berlaku

atau standar kepantasan yang biasa.

Selain 1tu, meskipun bersifat patriarkis (Malikhao 2017), secara
tradisional Thailand menganut sistem matrilokal dan matrilineal.
Tradisi ini membuat perempuan mengambil tanggung jawab dalam hal
finansial keluarga, meskipun itu berarti harus menjual tubuhnya
(Mensendiek 1997). Hasil dari konstruksi sosial tersebut salah satunya
dapat dilihat dari statistik 43% dari laki-laki lajang dan 50% dari laki-
laki yang sudah menikah pernah mengunjungi prostitusi di timur laut
Thailand (Maticka-Tyndale et al. 1997). Transformasi agrikultur juga
membuat perubahan pada pembagian warisan, yang tadinya sebagian
besar warisan untuk anak perempuan berubah menjadi dibagi rata
antara anak laki-laki maupun perempuan sehingga secara sosial-
ekonomi perempuan harus ikut mencari pekerjaan (Boonchalaksi and

Guest 1998).
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Faktor-faktor seperti kebutuhan dan hutang keluarga, keinginan
untuk lepas dari kemiskinan, pemenuhan kebutuhan primer dan
sekunder, meningkatnya budaya konsumtif, tekanan sosial untuk
terlihat hidup mewah, serta kesempatan untuk hidup lebih baik
menjadi faktor penyebab munculnya wisata seks di Asia Tenggara
(Nuttavuthisit 2007). Kebutuhan yang mendesak membentuk nilai-nilai
yang dianut. Bahkan, di kisaran 1977-1997, keluarga di Thailand lebih

memilih menjual anak gadisnya daripada harus kehilangan sawah demi

melunasi hutang (Ehrenreich and Hochschild 2004).

Di sebuah wilayah pinggiran resor turis di Thailand (disamarkan
dengan nama Baan Nua), pendapatan seorang anak dari prostitusi lebih
besar dari orang tuanya yang bekerja dan justru membuat
keluarga/komunitas tersebut terjaga (Montgomery 2014). Bila
pendapatan dan lingkungan di tempat prostitusinya baik, maka para
perempuan Thailand akan menganggap dirinya sebagai “pekerja”
(worker) (Aoyama 2009). Pekerja seks komersial mengirimkan sekitar
300 juta USD ke area rural setiap tahunnya, angka yang lebih besar

dari proyek pembangunan pemerintah yang pernah ada (Jolley 2018).

Dari fenomena di atas terlihat bahwa prostitusi di Thailand juga
terbangun dari bawah. Situasi yang mendesak membuat prostitusi

adalah pilihan yang rasional bagi masyarakat marjinal di Thailand.
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Praktik tersebut dilakukan secara turun temurun, bahkan sudah
menyentuh tiga generasi sejak Amerika Serikat mengonstruksi
Thailand sebagai pusat R&R (Montgomery 2014). Sehingga, ada

pembentukan norma dan ide dalam mewajarkan prostitusi dan

menjadikan fenomena ini sebagai sesuatu yang banal.

Selain konstruksi sosial dari bottom yang terbawah (masyarakat
marjinal), penyuapan kepada polisi, juga mendukung aktivitas ilegal ini
menjadi langgeng (Hung 2023) dan dapat ditoleransi (Weitzer 2021).
Bagi kaca mata neo-Gramscian versi Cox, prostitusi di Thailand
menjadi terlegitimasi karena para pengambil keuntungan ekonomi dari
prostitusi (elites) menghapuskan sendiri perlawanan terhadap ide
hegemonik (berjalannya prostitusi). Dari tiga pilar utama nasionalisme
di Thailand: kerajaan, militer, dan birokrat (Freedman 2022),
setidaknya dua pilar (militer dan polisi serta birokrat) membentuk

norma dan ide terkait terus berlangsungnya prostitusi di Thailand.

Kesimpulan

Dilihat dari tiga pendekatan tatanan dunia, prostitusi di
Thailand akan terus lestari karena adanya dinamika kekuasaan
(power) yang bermain dari pihak eksternal maupun internal.
Berdasarkan sudut pandang interaksi strategis, ada perbedaan ide dan

norma dari dimensi eksternal, antara yang mendukung dan mengutuk
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prostitusi. Namun, dimensi internal yang lebih mementingkan faktor

material dibandingkan ideasional, membuat prostitusi bisa terus

berjalan di Thailand.

Dari eksternal, hipokrisi hegemoni (dalam hal ini dunia Barat,
yang salah satunya melalui PBB dan Amerika Serikat pascaPerang
Dingin) terlihat dalam pelarangan prostitusi ke Thailand sekaligus
sebagai pembentuk norma dan ide lewat sejarah memaksa (coercion)

untuk menjadikan Thailand tempat tujuan “wisata” seks.

Hipokrisi tersebut juga sejalan dengan dimensi internal Thailand
yang juga menguatkan terus berlangsungnya aktivitas tersebut.
Adanya kepentingan (korupsi) elite Thailand dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat Thailand yang tidak ideal, mendukung terus
berlangsungnya praktik prostitusi di Thailand. Prostitusi menjadi
sumber pemasukan bagi devisa negara, elit yang korup, masyarakat
menengah ke bawah, maupun kaum miskin di Thailand. Dengan kata
lain, “perlawanan lokal” terkait praktik ini menjadi hampir tidak ada
karena faktor material (keuntungan ekonomi) yang memainkan power
untuk keberlangsungan prostitusi. Selain itu, faktor ideasional
(pewajaran) yakni budaya turun temurun dan kepercayaan Buddhism
yang mendiskreditkan perempuan juga membiarkan praktik tersebut

tetap lestari di Thailand.
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